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BAB IV 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

1. Bahwa secara yuridis-normatif, operator Administrasi Kependudukan 

(Adminduk) di tingkat Kecamatan Dander mendapatkan jaminan 

perlindungan hukum yang kuat dan imperatif berdasarkan Undang-Undang 

Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Berdasarkan 

doktrin hukum administrasi negara, tindakan operator yang tegak lurus pada 

Standar Operasional Prosedur (SOP) dilindungi oleh Asas Kepastian Hukum 

dan Asas Kecermatan. Jika terjadi sengketa atau penolakan terhadap berkas 

yang tidak sah, berlaku doktrin faut de service (kesalahan jabatan), di mana 

pertanggungjawaban hukum mutlak berada pada institusi (organ), sehingga 

membebaskan operator dari tuntutan hukum perdata, pidana, maupun 

administrasi secara personal sepanjang bekerja dengan itikad baik (good 

faith). 

2. Bahwa instrumen perlindungan hukum tersebut didesain secara khusus untuk 

melindungi operator dari segala bentuk tekanan, intimidasi verbal, koersif 

struktural, maupun ancaman fisik dari masyarakat selaku subjek pelayanan 

publik. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 memosisikan masyarakat 

wajib menaati prosedur legalitas dokumen, sehingga segala bentuk 

pemaksaan kehendak oleh oknum warga untuk memintas aturan dapat ditolak 

secara tegas oleh operator tanpa rasa takut akan kriminalisasi atau ancaman 

keamanan. Perlindungan ini melingkupi dimensi yuridis, fisik, dan psikologis 

untuk menjaga ketahanan birokrasi di lini terdepan Kecamatan Dander. 
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B. Saran / Rekomendasi 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada 

bab sebelumnya, maka penulis merumuskan beberapa saran strategis sebagai 

berikut : 

1. Peningkatan Sosialisasi Regulasi Perlindungan Hukum secara Masif di 

Wilayah Kecamatan Dander 

Direkomendasikan kepada Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, 

khususnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) yang 

bersinergi dengan Pemerintah Kecamatan Dander, untuk lebih meningkatkan lagi 

kegiatan sosialisasi, edukasi, dan diseminasi hukum terkait regulasi perlindungan 

operator. Sosialisasi ini tidak hanya ditujukan secara internal kepada aparatur 

pelaksana, tetapi yang lebih utama adalah diekstensifikasikan kepada masyarakat 

luas, perangkat desa, serta tokoh   komunitas lokal di wilayah Kecamatan Dander. 

Langkah ini krusial untuk membangun budaya hukum (legal culture) masyarakat 

agar memahami bahwa operator dilindungi oleh undang-undang saat menegakkan 

aturan, sehingga dapat mengikis tindakan intimidasi dan koersif di ruang 

pelayanan. 

2. Peningkatan Kehati-hatian Operator Terhadap Penerapan Asas-Asas 

Administrasi Pemerintahan dan Pemahaman Hak Perlindungan Diri 

Diharapkan kepada seluruh operator Adminduk di Kecamatan Dander 

agar senantiasa meningkatkan kehati-hatian (prudence) dalam menjalankan 

tugasnya, dengan selalu berpedoman pada Asas-Asas Umum Pemerintahan yang 

Baik (AAUPB), terutama Asas Kecermatan dan Asas Kepastian Hukum. Operator 

harus tetap teliti dalam melakukan verifikasi dan validasi data mentah demi 

menjaga otentisitas dokumen negara. Di sisi lain, operator juga harus lebih 
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mendalami dan memahami hak-hak perlindungan hukum yang melekat pada diri 

mereka berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014. Dengan 

pemahaman yang matang mengenai koridor hukum dan hak perlindungan ini, 

operator akan memiliki rasa percaya diri yang tinggi, ketenangan psikologis, serta 

ketegasan sikap untuk menolak segala bentuk intervensi illegal tanpa 

mengabaikan aspek pelayanan yang prima (excellent service). 
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